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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam sejarah perkembangan kehidupan masyarakat, manusia 

telah menempuh berbagai jalan untuk menyelesaikan masalah kebutuhan 

ekonominya. Jika dahulu dalam pemecahan kebutuhan hidupnya, 

manusia melakukannya secara individual, maka dalam perkembangannya 

sekarang ini manusia cenderung melakukannya secara bersama-sama. 

Sehingga cara-cara yang digunakan oleh manusia atau masyarakat untuk 

memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapi berbeda-beda seiring 

dengan perkembangan zaman.
1
 

Bentuk-bentuk komunitas kehidupan manusia saat ini juga telah 

berkembang menuju suatu sistem kehidupan yang kompleks, tentu saja 

hal tersebut telah berkembang dan bertujuan demi memelihara rasa aman 

dan nyaman bagi kehidupan manusia. Komunitas kehidupan manusia 

juga tercipta demi tercapainya tujuan bekerja sama dalam memenuhi 

kebutuhan hidup. Kerjasama manusia dalam suatu proses ekonomi untuk 

memenuhi kebutuhan hidup, saat ini  berkembang dalam skala yang 

sangat besar, bukan hanya dari segi kegiatannya. Akan tetapi juga 
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berkembang dalam hal pembagian kerja yang kompleks di semua sektor 

ekonomi, baik ekonomi industri, jasa, perdagangan maupun pertanian.
2
  

Salah satu bentuk komunitas ekonomi yang bertujuan 

menciptakan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia 

adalah koperasi. Dalam hal istilah, koperasi dapat diartikan sebagai suatu 

badan usaha yang beranggotakan perseorangan, dapat pula beranggotakan 

suatu badan hukum. Dalam pengoperasiannya, koperasi memiliki 

landasan kegiatan yang berprinsip menggerakan ekonomi kerakyatan 

yang berlandaskan atas asas kekeluargaan sebagaimana yang terkandung 

dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Masih dalam 

peraturan perundang-undangan yang sama, dijelaskan bahwa koperasi 

juga memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya 

dan secara khusus mendorong masyarakat umum untuk terlibat dalam 

pembangunan tatanan perekonomian secara nasional sehingga mampu 

menciptakan masyarakat yang berkemajuan, berprikeadilan serta makmur 

dan sejahtera.
3
 

 Dalam catatan sejarah perkembangannya, pada mulanya koperasi 

hanya eksis di kalangan pegawai pemerintahan saja. Namun seiring 

berjalannya waktu serta kemajuan perekonomian yang pesat, sehingga 
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berpengaruh terhadap semakin berkembangnya koperasi dan semakin 

familiarnya koperasi di telinga masyarakat umum. Kemudian pada fase 

perkembangan koperasi selanjutnya, masyarakat bukan hanya mengenal 

adanya koperasi konvesional saja yang saat ini berkembang, tetapi 

koperasi juga mulai mengembangkan proses dan pengoperasiannya 

dengan mengenalkan kepada masyarakat suatu koperasi yang 

berlandaskan pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang 

bersandarkan pada hukum dan syariat islam, yakni Koperasi Syariah. 

Koperasi Syariah adalah suatu unit usaha yang bergerak di bidang 

pembiayaan, investasi, simpanan sesuai dengan pola pembayaran 

pembiayaan atau bagi hasil yang berlandaskan pada prinsip-prinsip 

pengelolaan keuangan syariah (ekonomi syariah). Koperasi Syariah 

memiliki tujuan untuk memajukan tingkat kesejahteraan anggotanya dan 

pada umumnya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang lebih 

sejahtera, serta memfasilitasi masyarakat lewat program-program 

koperasi syariah, dan berpedoman pada prinsip-prinsip ajaran agama 

Islam.
4
  

             Salah satu unit koperasi yang tengah mencuat di permukaan 

kehidupan masyarakat adalah Koperasi Syariah Benting Mikro Indonesia 
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(BMI). Koperasi Syariah BMI adalah Koperasi Syariah Yang memiliki 

puluhan Cabang di Provinsi Banten dan Jawa barat, salah satunya adalah 

Koperasi Syariah BMI Cabang Kec. Warunggunung, Lebak. Koperasi 

Syariah BMI ini memiliki produk Simpan, Pinjam, dan Pembiayaan. 

Salah satu produk dari program simpanan adalah Simpanan Modal Kerja. 

Program tersebut termanifestasikan dalam pinjaman sejumlah modal atau 

uang yang dipercayakan oleh anggota kepada Koperasi berdasarkan butir-

butir perjanjian dan kesepakatan antara anggota dan koperasi yang 

disepakati sebelumnya.
5
  

Salah satu simpanan yang termasuk kedalam simpanan modal 

kerja adalah simpanan sukarela, dalam upaya membudayakan simpanan 

sukarela bagi anggota , ditetapkan sebuah program yang diberi nama 

GEMA SERI (Gerakan Menyimpan Seribu Sehari). Agar maksimal 

dalam perjalanannya, program GEMA SERI memiliki beberapa ketentuan 

yaitu: Setiap anggota wajib memiliki saldo simpanan sukarela sebesar 2 

kali nilai angsuran pembiayaan terakhir, Nilai bagi hasilnya adalah 

sebesar 8% dalam setahun. 

Contohnya: Jika  Anggota Koperasi Syariah memiliki angsuran di 

Koperasi tersebut, maka anggota koperasi dilarang mengambil seluruh 

saldo yang anggota miliki, sehingga sering terjadi perdebatan antara 
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pihak koperasi syariah dan anggota koperasi dikarenakan ketidak bolehan 

angota koperasi mengambil seluruh saldo yang dimiliki anggota koperasi 

tersebut. 

Karena seringnya terjadinya kasus diatas, maka menurut penulis, 

perlu dilakukan suatu kajian ataupun penelitian untuk mendalami dan 

mengetahui tinjaun hukum Islam mengenai program pengelolaan dana 

bagi hasil yang diterapkan pada simpanan sukarela tersebut.  

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas penulis tertarik 

mengambil judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP 

PENGELOLAAN DANA SIMPANAN SUKARELA (Studi 

KOPERASI SYARIAH BENTENG MIKRO INDONESIA Cabang 

Kec.WARUNGGUNUNG, Kab. LEBAK )”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di 

atas, maka penulis dapat menentukan perumusan masalah sebagai berikut  

1. Bagaimanakah pengelolaan dana simpanan sukarela anggota Koperasi 

Syariah? 

2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dana 

simpanan sukarela  anggota Koperasi Syariah ? 
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C. Fokus Penelitian 

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian dan 

mengurangi potensi terjadi perluasan batas penelitian dan analisis dari 

hasil penelitian, maka penulis memberikan suatu batasan fokus penelitian. 

Maka dalam penelitian kali ini, penulis hanya berfokus pada penelitian 

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Dana Simpanan Sukarela di 

Koperasi Syariah BMI Cabang Kec.Warunggunug, Lebak. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian kali ini, penulis memiliki beberapa tujuan dalam 

menjawab perumusan masalah dari penelitian ini. Adapun beberapa 

tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Untuk megetahui pengelolaan dana simpanan sukarela anggota 

koperasi syariah. 

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 

pengelolaan dana simpanan sukarela anggota koperasi syariah. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang terkait dengan masalah penelitian dapat 

diperoleh antara lain:  

1. Manfaat Teoritis 
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a. Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi ilmiah 

bagi pengembangan pembendaharaan khazanah wawasan dan 

ilmu pengetahuan bagi penulis. 

b. Untuk pengengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan di 

bidang Hukum Ekonomi Syariah dilingkungan civitas akademik 

jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas 

Sultan Maulana Hasanudin Banten. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Koperasi Syariah (Koperasi Syariah BMI Cabang 

Warunggunung, Lebak)   dan  Anggota Koperasi , adalah  

penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan 

pengetahuan terhadap sistem pengelolaan dana simpanan sukarela 

sesuai dengan syariah islam. 

 

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Agar dapat menghindarkan dari pengulangan pembahasan 

maupun pengulangan penelitian dengan penelitian yang hampir serupa, 

sehingga tidak mampu mencapai tujuan untuk melengkapi wacana yang 

berkaitan dengan penelitian ini. Maka penulis berupaya untuk 

memaparkan penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti 

sebelumnya.Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa 
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orang peneliti yang mengangkat tema yang hampir sama yakni mengenai 

pengelolaan dana di antaranya adalah sebagai berikut : 

1. Skripsi yang berjudul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Pengelolaan Dana Simpan Pinjam di Serikat Takaful Guru Damrong 

Wittaya School ( Bannangsetya Yala Thailand Selatan)”. Penelitian 

ini dilakukan oleh MR. Abdulsalam Bunga Mahasiswa di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini membahas tentang tinjauan 

hukum islam terhadap pengelolaan dan simpan pinjam. Persamaanya , 

membahas tentang pengelolaan dana menurut tinjauan hukum Islam. 

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penelitian ini adalah, 

mekanisme engelolaan Penyaluran dana pinjaman Serikat Takaful 

Guru Damrong Wittaya School dilakukan melalui dua prinsip yaitu 

prinsip Murobaḥah dan prinsip Qordul ḥasan. Dalam prakteknya, 

prinsip penyaluran dana Murōbaḥah yang dilakukan oleh koperasi 

tersebut telah memenuhi rukun dan syaratnya yang telah ditetapkan 

oleh hukum islam. Dalam perihal rukun misalnya, pihak yang  

menjual adalah pihak koperasi, sedangkan yang membeli adalah 

anggota nya yang telah memenuhi syarat sebagaimana yang 

ditetapkan oleh kaidah syariat Islam. Sedangkan sighat atau 

persetujuan yang dibuat antara nasabah dengan koperasi, dan Barang 
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atau sesuatu yang diakadkan, dalam hal ini sesuai dengan keinginan 

nasabah.
6
 

2. Skripsi yang berjudul : Tinjuan Hukum Islam Terhadap Good 

Corporate Governance (GCG) Dalam Pengelolaan Simpanan 

Anggota ( Studi Pada BMt Asy-Syafii’’iyyah Kec. Ambarawa Kab. 

Pringsewu). Penelitian ini dilakukan oleh Dwi Bangun Prasetyo 

Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum islam mengenai  

pengelolaan simpanan anggota. Persamaannya, membahas tentang 

tinjauan hukum islam tentang pengelolaan dana simpanan anggota. 

Kesimpulan dari skripsi ini adalah bagaimana pandangan dan tinjauan 

hukum Islam terhadap mekanisme Good Corporate  Governance 

(GCG) pada BMT Asy-syafi‟iyyah Kecamatan Ambarawa Kabupaten 

Pringsewu. Dalam pengelolaan manajemen risikonya, lembaga 

tersebut telah menjalankan kaidah pengelolaan resiko keuangan 

syariah yang sesuai dengan etika ekonomi yang terkandung dalam 

nilai-nilai hukum Islam. Adapun yang dimaksud dengan etika 

ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai hukum islam tersebut adalah;  

                                                             
6
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kejujuran (shidiq), pengetahuan kepada masyarakat (tabligh), 

keprcayaan (amanah), pengelolaan secara professional (fathanah).
7
 

3. Skripsi yang berjudul : Sistem Pengelolaan Tabungan Bulanan 

Anggota Koperasi Perspektif Istislah Studi Kasus di Koperasi Putra 

Dampo Awang Purbalingga. Penelitian ini dilakukan oleh Windis 

Nursa’dila Utami Mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri 

Purwokwerto. Dalam penelitiannya, penulis memfokuskam 

pembahasannya pada persoalan mekanisme pengelolaan tabungan 

anggota koperasi dengan menggunakan perspektif istislah. 

Persamaannya dengan penelitian yang penulis angkat kali ini adalah 

sama-sama menjadikan tema pengelolaan dana tabungan anggota 

sebagai pokok pembahasannya. Sedangkan perbedaannya terletak 

pada pembahasan mengenai jenis koperasi yang menjadi objek 

penelitian, pada penelitian ini penulis menjadikan koperasi 

konvensional sebagai objek yang diteliti, sedangkan penelitian yang 

penulis angkat kali ini menjadikan koperasi syariah sebagai objek 

penelitiannya. 
8
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G. Kerangka Pemikiran 

Hukum Islam merupakan suatu sistem aturan tentang perbuatan 

Mukaraf (orang-orang wajib), hukum tersebut diyakini mengikat semua 

pengikutnya yang bersumber kepada wahyu Allah dan Hadist Rasulullah. 

Sehingga secara istilah, syariat berarti hukum yang Allah SWT 

perintahkan bagi umatnya, yang dibawa oleh Nabi, baik yang berkaitan 

dengan perkara Iman (Aqidah), maupun yang berkaitan dengan 

pengaturan perkara kehidupan umat manusia, baik dalam kehidupan 

keluarga maupun kehidupan sosial ekonomi politik dalam bermasyarakat. 

9
 

Hukum Islam sendiri bukan hanya terpaut pada sekedar hal-hal 

teoritis yang menyangkut pada urusan-urusan keimanan dan ketaqwaan 

pada Allah SWT, akan tetapi hukum islam juga merupakan aturan yang 

berlaku umum yang mengatur dan sesuai dengan sendi-sendi kehidupan 

manusia sehingga diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya 

penyelesaian masalahnya. Adapun yang menjadi sumber dari hukum 

Syariat Islam adalah sebagai berikut : 

1) Al Quran Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al Quran, 

kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada nabi terakhir, Nabi 

Muhammad SAW. AlQuran berisi perintah-perintah yang 
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Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017), hal 24. 
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mencakup apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh 

dilakukan, nasihat, cerita Islam, peraturan, kebijaksanaan, dan 

banyak lagi. Al-Qur'an merinci bagaimana orang harus hidup 

untuk menciptakan masyarakat yang berintegritas dan bermoral. 

Oleh karena itu, syair Al-Qur'an menjadi dasar utama 

pengambilan keputusan suatu syariat.
10

 

2) Al Hadist adalah  sesuatu yang disandarkan pada Nabi 

Muhammad SAW. Hal itu dapat berupa tutur katanya, perilaku 

dan tindakannya, serta keheningan yang baik. Al-hadist di 

dalamnya berisi berupa rincian hal-hal spesifik dari aturan yang 

sifatnya masih global yang termaktub dalam Al Quran.  

3) Ijma’ adalah Kesepakatan para ulama mujtahid pada satu masa 

setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama dan 

kehidupan sehari-hari. Dan ijma` yang dapat dimintai 

pertanggungjawabannya adalah apa yang terjadi pada masa 

sahabat, Tabiin (setelah sahabat) dan Tabiun Tabiin (setelah 

Tabiin) 

4) Qiyas adalah hukum yang menjelaskan apa yang tidak memiliki 

bukti yang dekat dengan Al-Quran atau hadits dengan 
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membandingkan apa yang tampaknya diketahui oleh hukum 

tersebut.
11

  

Koperasi Syariah adalah suatu unit usaha yang terorganisir secara 

baik, yang memiliki prinsip pengoperasian yang demokratis, mandiri, dan 

partisipatoris, serta memiliki watak sosial yang pengoperasionalannya 

memiliki dasar moral etis dalam berbisnis yang diajarkan oleh syariat 

Islam. Dalam pengoperasiannya, koperasi syariah  juga menggunakan 

prinsip memerhatikan dalam memilah mana yang halal dan mana yang 

haram sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
12

 Koperasi Syariah menjadi 

salah satu solusi dalam upaya membangun suatu epos perekonomian 

bangsa yang mandiri, gotong royong dan berkeadilan. Hal tersebut 

termanifestasikan dalam suatu upaya membangun koperasi syariah yang 

tidak ada melahirkan jurang pemisah antara pemilik modal dan pekerja, 

melainkan menjalankan prinsip dari anggota, oleh anggota untuk anggota. 

Dalam program simpanan, pinjaman, dan pembiayaan Koperasi Syariah 

BMI menggunakan skema model BMI Syariah, yaitu sebuah skema 

pelayanan dengan lima instrumen pemberdayaan berupa Sedekah, 

Pinjaman, Pembiayaan, Simpanan dan Investasi melalui pengembangan 
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budaya menabung dan pemberdayaan zakat, infaq, sedekah, wakaf, 

(ZISWAF). Adapun pengertiannya adalah sebagai berikut : 

a.) Sedekah, diberikan kepada anggota atau calon anggota, yang 

membutuhkan pertolongan dan masuk dalam ketentuan pemberian 

sedekah 

b.) Pinjaman, pemberian modal untuk usaha tanpa ada ada 

penambahan margin 

c.) Pembiayaan, salah satu syaratnya anggota telah atau akan 

memulai usahanya dengan margin yang beragam sesuai dengan 

jenis pembiayaan. 

d.) Simpanan atau Tabungan,  anggota diwajibkan menabung 

e.) Investasi, anggota berinvestasi dalam bentuk simpanan ataupun 

produk investasi lainnya. 

Semua program yang disebutkan di atas bertujuan untuk 

menciptakan kemandirian yang berkarakter dan bermartabat sesuai 

dengan kaidah prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran syariah 

Islam. Hal tersbut juga dimaksimalkan untuk upaya peningkatan 

kesejahteraan anggota  dibidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, 

dan spiritual yang diiplementasikan untuk mencapai tujuan koperasi.
13
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Tujuan Koperasi tersebut, sesuai dengan norma dan moral yang 

diajarkan oleh agama Islam. Sebagaman firman Allah SWT dalam Surat 

Al-Baqarah ayat 168 :  

يطْٰ  لَْ تتََّبعُِوْا خُطُوٰتِ الشَّ ا فِِ الَْْرْضِ حَللًٰا طَيّبِااۖ وَّ هَا النَّاسُ كُُوُْا مِهَّ بيٌِْْ ياٰيَُّ  –وِِۗ اىَِّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ نُّ

١٦٨ 

 

 “ Wahai manusia,makanlah dari (makanan) yang halal dan baik 

yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 

setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.
14

 

 

    Dalam Pasal 41 Undang-undang Perkoperasian : 

 
 (1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal 

pinjaman. 

 (2) Modal sendiri dapat berasal dari : 

  a. Simpanan pokok. 

  b. Simpanan wajib. 

  c. Dana cadangan. 

  d. Hibah. 

                                                             
14

 https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/168, diakses pada Rabu 13 Oktober 

2021 Pukul 13:29 WIB. 

https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/168
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 (3) Modal pinjaman dapat berasal dari ; 

  a. Anggota. 

  b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya. 

  c. Bank dan lembaga keuangan lainnya. 

  d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya. 

  e. Sumber lain yang sah.
15

 

 

Salah satu produk Koperasi Syariah BMI adalah simpanan modal 

kerja, yaitu jumlah keseluruhan aktiva lancar terutama yang terdiri dari 

kas bank, piutang dan persediaan. Simpanan dalam Koperasi Syariah ini 

terbagi dua yaitu, simpanan sebagai bentuk modal sendiri dan simpanan 

dalam bentuk modal kerja, salah satu jenis produk simpanan modal kerja 

adalah, simpanan sukarela dimana setiap anggota diwajibkan menyimpan 

uang nya di koperasi syariah.
16

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 

87 ayat (3) dan (4)  adalah  pasal yang bisa dijadikan sebagai rujukan bagi 

keberadaan Koperasi Syariah. Pasal 87 ayat (3) berbunyi: “ Koperasi 

dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah”. 
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 Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  25 Tahun  1992 Tentang 

Perkoperasian.  
16

 Kamaruddin Batubara, Model BMI Syariah, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 

2020), h.87-88 
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Pasal 87 ayat (4) berbunyi: “ Ketentuan mengenai koperasi 

berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) diatur dengan peraturan pemerintah.”
17

 

Koperasi syariah secara efektif bisa meningkatkan dan 

mempertinggi kualitas kehidupan umat dan memperkokoh perekonomian 

rakyat sebagai dasar kekuatan ketahanan ekonomi nasional, serta berusaha 

untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang 

merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan 

demokrasi ekonomi. Koperasi syariah bisa di jadikan sebagai kekuatan 

ekonomi yang efektif sehingga menjadi aset nasional yang mampu 

menyumbangkan pertumbuhan ekonomi, serta menjadi alat demokrasi 

ekonomi dipihak lain. Koperasi Syariah merupakan sarana pengembangan 

usaha terutama bagi pemodal kecil.  

 

H. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis pilih adalah jenis penelitian 

lapangan. Pada penelitian lapangan, penulis akan berfokus pada latar 

belakang situasi saat ini dan gejala-gejala yang timbul di dalam 

interaksi masyarakat, individu, kelompok, institusi, dan komunitas 
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yang menjadi objek penelitian. Penelitian lapangan, ini juga dianggap 

sebagai pendekatan yang luas dalam penelitian kualitatif.  

Dalam hal ini lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan 

pengamatan berada Studi di Koperasi Syariah BENTENG MIKRO 

INDONESIA Cabang Kec.Warunggunung, Lebak. Sehubungan 

dengan  itu, peneliti nanti nya akan memaparkan bagaimana situasi 

dan kondisi lokasi tersebut. 

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif. 

Penelitian kualitatif merupakan suatu bentuk penelitian yang 

memerlukan proses reduksi yang dihasilkan dari wawancara, 

observasi, atau hasil serangkaian dokumen. Data-data tersebut akan 

dirangkum dan diseleksi sehingga dapat dikategorikan dengan tepat. 

Akhir dari kegiatan analisis data kualitatif adalah menjelaskan atau 

menceritakan masalah yang diteliti. 

2. Teknik pengumpulan data 

Langkah paling strategis dalam suatu penelitian adalah 

pengumpulan data.
18

 Dalam proses pengumpulan data, peneliti dapat 

mengambil data tersebut dari beberapa sumber, diantaranya adalah 

sebagai berikut : 
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a. Sumber Data Primer  

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpulan data.
19

 Sumber primer 

dalam penelitian ini adalah data-data yang ada dari pihak Anggota 

Koperasi Syariah BMI,  Koperasi Syariah BMI Cabang Kec. 

Warunggunung, Lebak dan data di lapangan peng Dalam 

penelitian ini sumber data primer didapatkan dengan  dengan cara  

1) Observasi  

Observasi (Observasi) dilakukan dengan mengamati 

gejala-gejala yang diselidiki dan secara sistematis mencatat 

semua kegiatan yang menjadi fokus penyelidikan. Dalam hal 

ini peneliti memperoleh observasi melalui observasi lapangan 

guna mendapatkan data-data yang diperlukan untuk Koperasi 

Syariah BMI Cabang Kec.Warunggunung, Lebak. 

2) Wawancara 

Wawancra adalah  jenis penelitian yang yang 

menanyakan langsung kepada narasumber  pengumpulan 

datanya dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang 

bersangkutan.Wawancara akan dilakukan kepada pihak yang 

terlibat langsung, yaitu: 
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a) Manajer Koperasi Syariah BMI Cabang 

Kec.Warunggunug, Kab. Lebak. 

b) Anggota Koperasi Syariah BMI Cabang Kec. 

Warunggunung, Kab. Lebak. 

3) Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan kegiatan-kegiatan 

pengumpulan, pencatatan/perekam tentang suatu/beberapa 

peristiwa dan objek objek yang bertalian dengannya, 

pengolahan serta penelusuran lebih lanjut atas 

data/fakta/dokumen yang bersangkutan, penyimpanan, dan 

pendistribusian dokumen-dokumen tersebut baik bila ada yang 

menanyakannya maupun, tanpa diminta, kepada orang-orang 

ataupun pihak-pihak yang dipandang berkepentingan 

atasnya.
20

 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti 

melalui orang lain atau melalui dokumen,
21

 Data kepustakaan 

merupakan konsep penelitian untuk meneliti, menelaah, dan 
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membahas berbagai buku yang berkaitan dengan masalah yang 

akan dibahas. 

c. Teknik Pengolahan Data  

Data yang dikumpulkan secara lengkap di lokasi diproses dan 

dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tentunya untuk 

menjawab penelitian, data harus disusun melalui analisis deskriptif 

kualitatif.  

Dalam pengolahan data, menjawab suatu pertanyaan 

memerlukan melalui beberapa tahapan untuk sampai pada suatu 

fakta. 

Tahap-tahap pengolahan data di antaranya: 

1) Proses Editing 

Proses tersebut harus terlebih dahulu menentukan 

kecukupan arsip atau informasi dengan cara mengkaji ulang 

arsip atau informasi yang digali dari data lapangan. Peneliti 

meninjau kembali data yang diperoleh di lapangan. Pada saat 

penelitian, mengklasifikasikan apakah data yang ada sudah 

mencukupi untuk keperluan analisis. 

2) Verifikasi 

Verifikasi adalah langkah yang dilakukan peneliti 

untuk menyaring dan informasi dari subjek penelitian. Data 
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atau informasi tersebut perlu divalidasi ulang agar pembaca 

memahami keabsahan data tersebut.22 

3) Analysing 

Analisis adalah proses menyederhanakan data ke 

dalam format yang lebih mudah dibaca. Proses analisis data 

sebenarnya adalah tugas menemukan topik dan merumuskan 

jawaban atas suatu masalah penelitian. Dengan cara ini, 

peneliti menarik kesimpulan dari data yang mereka 

kumpulkan agar data yang mereka kumpulkan lebih mudah 

dibaca dan dipahami. 

d. Analisis Data 

Analisis data adalah proses memperhitungkan bagaimana 

data anda diatur dengan mengatur apa yang terkandung dalam unit 

dasar pola, kategori, dan deskripsi. Analisis data kualitatif 

memproses data, mengaturnya, memilahnya ke dalam potongan-

potongan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

menginformasikan orang lain.
23
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Menganalisis data yang diperoleh dari subjek penelitian 

tentunya merupakan kewajiban yang harus dilakukan peneliti 

dalam penelitiannya. Untuk mempermudah proses analisis data, 

peneliti perlu mengedit kembali catatan data, file atau dokumen, 

dan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti.24  

Peneliti mengkaji data primer dan sekunder yang 

diperoleh dari lapangan untuk mengetahui kelengkapan data dan 

keabsahan data yang dibutuhkan. Setelah diproses, peneliti 

mengedit data untuk dijadikan sebagai dasar utama analisis. 

Metode yang digunakan peneliti adalah deskriptif analisis. 

Analisis deskriptif adalah metode menganalisis data dengan 

memberikan gambaran atau menjelaskan data yang 

dikumpulkan.25 

 Dengan teknik ini penulis akan mendeskripsikan bagaimana 

pemahaman Pengelolaan Dana Simpanan Sukarela Koperasi 

Syariah (BMI) Cabang Kec. Warunggunung, Lebak dalam 

Tinjauan Hukum Islam. 
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I. Sistematika Pembahasan 

Bab I Pendahuluan, Meliputi: Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, 

Metode Penelitian dan Sistematika pembahsan. 

Bab II Profil Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) 

Cabang Kec.Warunggunung, Lebak, Meliputi : Sejarah berdirinya 

Koperasi Syariah BMI, Pengertian Koperasi Syariah,Visi Misi Koperasi 

Syariah BMI,Struktur Organisasi Koperasi Syariah BMI, Letak Geografis 

Koperasi Syariah BMI Kec. Warunggunung, Produk-produk Koperasi 

Syariah, Hak dan Kewajiban Keanggotaan Koperasi Syariah BMI. 

Bab III Landasan Teori, Meliputi: Pengertian Akad Mudharabah, 

Dasar Hukum, jenis-jenis mudharabah, Rukun dan Syarat 

mudharabah,Pembatalan Mudharabah, Pengertian Simpanan Sukarela, 

Karakteristik Simpanan Sukarela 

Bab IV Pengelolaan Dana Simpanan Sukarela Koperasi Syariah, 

Tinjauan Hukum Islam Terhadap  Pengelolaan Dana Simpanan Sukarela 

dan Koperasi Syariah. 

Bab V Penutup, yaitu kesimpulan dan saran. 

 

 


